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BUPATI SUMENEP 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SUMENEP 
NOMOR .2. TAHUN 2018 

TENTANG 

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN 
DI KABUPATEN SUMENEP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi 
ibu hamil, bersalin dan nifas serta untuk menurunkan kasus 
komplikasi pada ibu bersalin dan nifas, maka perlu menetapkan 
Standar Biaya Jaminan Persalinan di Kabupaten Sumenep yang 
dituangkan dalarn suatu Peraturan Bupati Sumenep. 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesin 
Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Pcrundang-Unclangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Norn or 5587) sebagaimana tel ah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keclua Atas 
Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana 
Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4575); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lernbaran Negara Rcpublik 
Idoncsia Tahun 2005 Nomor 14, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



Menetapkan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017, 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Non Fisik Sidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tal1un 
2016 ten tang Pembentukan dan Sus1.-man Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumenep Tahun 2016 Nomor 10). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG STANDAR BIAYA 
JAMINAN PERSALINAN. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Supati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Jaminan Persalinan adalah jaminan persalinan yang 

digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah 
terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu 
bcrsalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyecliaan 
rumah tunggu kelahiran; 

2. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK 
adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 
(UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang 
dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu 
hamil yang akan melahirkan hingga masa nifas, termasuk 
bayi yang dilahirkannya serta pendarnpingnya; 

3. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan 
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif 
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah dan jaringannya. 

Pasal 2 

Standar Biaya ,Jaminan Persalinan, meliputi : 
1. Siaya ibu hamil/ibu bersalin resiko tinggi, Jasa 

pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan 
resiko tinggi mengacu kepada sistem Indonesian Case 
Base Groups (INA CSG's). 

2. Transport lokal dan/ atau perjalanan dinas untuk 
petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah kc 
RTK clan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan 
dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis 
dan aksesibilitas mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten 
Sumenep. 



3. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan mengacu 
kepada Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sumenep. 

4. Operasional RTK mencaln1p: 
a. sewa rumah dibayar atcost sesuai dengan harga pasar 

dengan memperhatikan azas kewajaran dan 
kepatutan; 

b. makan dan minum bagi ibu hamil, Tenaga Kesehatan 
Pendamping dan Pendamping lbu Hamil mengacu 
kepada Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep; 

c. Iangganan air, Iistrik, kebersihan dibayar atcos/. scsuai 
kewajaran. 

5. Belanja jasa pengmman spesimen mengacu kepada 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah Kabupaten Sumencp. 

6. Biaya spesimen mengacu pada pembiayaan Rumah Sakit 
Lanjutan yang dituju. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep. 

Ditetapkan di : Sumenep 

memcrin tahkan 
penempatannya 

pada tanggal : 2 5 JAN 2018 
BUPATI SUMENEP 

Diuodanp:an dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sumenep 

TanaaJ : ~ .IAtJ 2018 
Tahun : 2 ~~' ~omor : ;).. 
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